BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Aspek hukum tindak pidana penipuan melalui internet telah sangat
terang dan jelas ditegaskan dalam UU ITE, namun UU ITE tidak
akan berfungsi secara optimal sebagai alat untuk menjerat para
pelaku tindak pidana penipuan melalui internet apabila tidak
didukung oleh profesionalisme para aparat penegak hukum.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara
nyata. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan
dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi,
media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.
Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan di cyber space,
pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya,
dan etika harus diterapkan secara signifikan. Untuk mengatasi
gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa
kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi
menjadi tidak optimal.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana
penipuan melalui internet dapat dilakukan dengan memberikan

perlindungan hukum terhadap pemberi jasa atau pengguna
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internet, hal ini telah mendorong pemerintah untuk melahirkan
suatu produk hukum dalam bentuk UU ITE, namun dengan lahirnya
UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE
dapat tertangani. Dengan lahirnya UU ITE tidak semata-mata
undang-undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna
teknologi informasi dan praktisi hukum. Kemudian berbagai bentuk
perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan
jasa baru harus dapat diidentifikasikan dalam rangka antisipasi
terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap
baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai
Peraturan Pelaksanaan. Pengayaan akan bidang-bidang hukum
yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan makin menambah
semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum
nasional.
B. Saran

1. Profesionalisme dari para aparat penegak hukum yang
berhubungan dengan teknologi dan sistem informasi harus lebih
ditingkatkan agar UU ITE dapat menjadi alat yang optimal untuk
menjerat para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet.

2. Aplikasi yang sangat banyak dipakai dari kegiatan cyber adalah
transaksi-transaksi elektronik, sehingga transaksi secara online
saat ini menjadi isu yang paling aktual. Dan, sebenarnya hal ini

menjadi persoalan hukum semenjak transaksi elektronik mulai
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diperkenalkan, di samping persoalan pengamanan dalam sistem
informasi itu sendiri. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih,
perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang
maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu sistem pengamanan
yang ketat dan canggih dalam hal teknologi dan informasi dari

pemerintah harus lebih ditingkatkan kembali.
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